
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan
penyesuaian ketentuan mengenai Serah Terima
Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, dengan Peraturan Menteri
Perhubungan;

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 39 Tahun 2011, telah ditetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Menimbang

MENTERI PERHUBUNGAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PETUNJUK PELAKSANAAN
SERAH TERIMAOPERASIONALHASILPEKERJAAN
DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

TENTANG
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